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ABSTRAK

Muh Shafwan Jabir. 2020. Dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota
Makassar (Dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik )

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Pemekaran
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Terhadap Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Di Kota Makassar, Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan
suatu pelayanan, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu
meneliti suatu kasus pada satu kesatuan sebuah program. Adapun sumber
data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan
informan pokok 4 orang dan informan pendukung 2 orang. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode pengamatan, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan
menujukkan beberapa indikator berupa peningkatan dalam unit pelayanan
memberikan bantuan cukup meningkat karena dalam pembuatan surat
menyurat lebih mudah. Dampak pemekaran kecamatan meningkatkan
kualitas pelayanan publik terhadap Masyarakat, Respon masyarakat antusias
sebab kualitas pelayanan yang bagus serta ditambah akses yang lebih mudah.
Peningkatan dalam pelayanan telah meningkat, berkualitas. Faktor yang
mempengaruhi pemekaran adalah kualitas pelayanan yang kurang bagus dan
akses yang agak sulit dijangkau. Agar supaya dengan adanya pemekaran ini
dapat lebih memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan.

Kata Kunci : Dampak Pemekaran, Kualitas Pelayanan
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Memasuki era reformasi pemekaran wilayah atau pembentukan daerah
otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun
2004. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas
mempunyai dampak pada pelayanan publik.

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya
didasari oleh Kketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi
pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan
jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu
mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat
yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang
relatif jauh dari pusat pemerintahan.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal
230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3
Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (tautan: PP Nomor 17 Tahun
2018). (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; b. penggabungan
bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah
kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan

Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini. Untuk kepentingan strategis nasional, menurut PP
ini, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/
kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk
Kecamatan.

Pemekaran adalah konsekuensi logis terhadap penciptaan demokratisasi
pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua hal yang tidak
dapat dipisahkan. Desentralisasi tanpa disertai demokratisasi sama saja
memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Sebaliknya demokrasi
tanpa desentralisasi sama saja merawat hubungan yang jauh antara pemerintah
dan rakyat.

Secara tidak langsung, demokratisasi di Indonesia telah membawa
pengaruh pada kebijakan penataan daerah admimistrasi pemerintahan yang
menuju fragmentasi daripada konsolidasi kekuatan bangsa. Peningkatan jumlah
daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade pascareformasi ternyata
sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal seperti korupsi, inefisiensi
ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya. Berbagai studi yang telah dilakukan
oleh berbagai lembaga menyimpulkan bahwa sebagian besar daerah pemekaran
justru mengalami kemunduran.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk
mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan
memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan
bagian dari upaya untuk daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah

sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan



pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan
masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah
mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan.
Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah
lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran
yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi
maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan
dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam
pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan
Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu)
Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah
desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus
memenuhi syarat administratif, teknis serta fisik kewilayahan. Maka dari itu untuk
melakukan pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu.

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah



Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan
kemasyarakatan secara lebih optimal.

Pemekaran kecamatan yang semula hanya satu wilayah kemudian dibagi
menjadi dua kecamatan bukan hak yang mudah, dimana pemekaran membutuhkan
personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan tersendiri, membutuhkan
fasilitas kantor lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya
dimaksudkan agar menunjang kelancaran roda pemerintahan di kecamatan.
Setelah dilakukan pemekaran kecamatan yang perlu dipersoalkan adalah
pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari
perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya
pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan
lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk
mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan
memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan
bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik
yang prima dan implementasinya. Di beberapa daerah memang hal itu sudah
dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih

memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata.



Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat.
Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah termasuk aparat
pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal
kepada masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh
Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk
didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Secara historis, Kecamatan merupakan cikal bakal terbentuknya
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini
terbentuk. Dalam struktur sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya telah
menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Kecamatan
merupakan institusi sebagai penyambung antara pemerintahan tingkat desa
dengan pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang
Camat.

Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak
pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi
harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan
pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur
pemerintah seringkali cenderung rumit dan memiliki masalah seperti: Tata cara
pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan

disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap dampak dari



pemekaran kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Kota Makassar.

Hal ini bagi penulis cukup menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk
mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian
tentang dampak dari pemekaran wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di
Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Melihat latarbelakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis
merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah
Dampak Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di Kota Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah dampak Pemekaran Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota
Makassar.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:
1. Manfaat Praktis:

Diharapkan  hasil  penelitian ~ ini  dapat  memberikan
kontribusi/masukan bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam hal
mengenai pemekaran kecamatan.

2. Manfaat Teoritis:
Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik khususnya



menyangkut dampak pemekaran wilayah khususnya pemekaran wilayah

kecamatan di kota Makassar.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di
teliti pada saat ini adalah sebagai berikut:

Ahmad Irfan (2017) dengan judul Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau
Pisang Kabupaten Pesisir Barat terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor
Kecamatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi
kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah di mekarkan,
serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Pulau
Pisang setelah di mekarkan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan: wawancara, observasi
dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian, kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau
Pisang sudah menerapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness,
Assurance dan Emphaty. Indikator yang sudah berjalan sesuai dengan harapan
diantaranya penampilan, menggunakan alat bantu, kecermatan pegawai dan
kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu respon pegawai menanggapi
pertanyaan, permintaan dan keluhan masyarakat, kemudahan dalam proses
pelayanan, penjelasan prosedur, jaminan biaya, penjelasan prosedur, menanggapi
keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif. Akan tetapi
beberapa indikator belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

seperti sarana dan prasarana tidak tertata dengan rapih, fasilitas masih sangat



minim, kedisiplinan waktu pegawai yang sangat rendah, pegawai belum semuanya
mampu menggunakan alat bantu, masih terjadi penundaan pelayanan, tidak ada
standar pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, menanggapi keluhan masyarakat,
sikap kurang ramah dan sopan santun pegawai serta sikap menghargai pengguna
layanan yang masih kurang. Faktor pendukung pelayanan publik kantor
kecamatan pulau pisang adalah rapat koordinasi dan evaluasi, tunjangan daerah
khusus atau terpencil sedangkan faktor penghambat pelayanan publik di kantor
kecamatan pulau pisang adaah sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat,
keadaan alam, sarana dan prasarana.

Sapri (2014) dengan judul Dampak Pemekaran Kecamatan dalam
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala
Kabupaten Nagan Raya. Pemekaran adalah merupakan konsekwensi logis
terhadap penciptaan Demokratisasi berpemerintahan. Pemekaran wilayah
dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui
peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan
masalah ketertinggalan suatu daerah, sehingga pemekaran Kecamatan harus
melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan
tentunya memerlukan waktu. Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, Kecamatan
Beutong Ateuh Banggala merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Beutong
yang merupakan bagian dari Kabupaten Nagan Raya (dahulunya masuk dalam

Kabupaten Aceh Barat).
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B. Pengertian Dampak

Pengertian dampak vyaitu: n 1) benturan; 2) pengaruh kuat yang
mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); 3) fis benturan yang cukup
hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam
momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. (Depdiknas, 2008).

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.
Dalam setiap keputusan yang diammbil oleh seorang atasan biasanya mempunyai
dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga
bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.
Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak
yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

C. Pemekaran Kecamatan

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang
dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. (Depdiknas,
2008). Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu
daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi
atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya sendiri.

Menurut pasal 66 UU No.22 Tahun 1999, kecamatan merupakan
perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Camat
yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas wusul dari sekretaris daerah
kabupaten/kota dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sebagai

perangkat daerah organisasi Kecamatan yang dipimpin oleh Camat melaksanakan
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sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugastugas umum
pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi
ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi
penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas, fungsi-fungsi
koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung
jawab Kecamatan (Poernomo, 2004: 28). Oleh karena itu, Kecamatan menerima
sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu
Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan umum.

Mulyanto (2008:2) pengembangan wilayah dilakaukan untuk mecapai
tujuan yang menguntungkan wilayah itu sendiri yang termuat dalam azaz sosial
dan ekonomi dimana usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup
serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemenuhan sarana dan
prasarana yang dapat memacu perkembagan dan pertumbuhan ekonomi.

Dede Mariana (2008: 191) penataan wilayah dalam kaitannya dengan
manajemen pemerintahan merupakan upaya untuk menata atau mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pengaturan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat, dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan
masyarakat. Konsep penataan wilayah dapat di pemekaran, penggabungan dan re-
grouping kecamatan dan atau desa dalam wilayah kabupaten.

Ada dua tugas Ada dua tugas utama Kecamatan yaitu sebagai pelayan
masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah

dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi
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pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban,
penegakan  peraturan  perundangundangan, pembinaan  penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan
lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau
instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, sedangkan dari segi pelayan
masyarakat, pihak Kecamatan menjalankan sebagian wewenang yang diberikan
oleh Pemerintah daerah. Oleh sebab itu pengembangan lembaga Kecamatan
menjadi hal yangurgen untuk dilaksanakan. Kebijakan otonomi daerah merupakan
suatu itikad baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah memiliki peran vital dalam
keberhasilan otonomi daerah, kecamatan dilihat dari sistem pemerintahan
Indonesia, merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung
berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara
keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Masyarakat
perkotaan yang peradabannya sudah cukup maju, mempunyai kompleksitas
permasalahan lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat tradisional sehingga
diperlukan aparatur pelayanan yang profesional.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

Pamudji (2000) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu

daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar
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penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas
pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi
pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Gie (2002) menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam
pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu:

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan
dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus
diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta
kebiasaan hidupnya.

2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/ pemekaran
hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban
kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang
diserahkan dengan struktur di daerah.

3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.

4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli.

5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang

dimilikki oleh daerah itu sendiri.

Menurut Saile (2009: 4), pemekaran daerah/kecamatan bukan merupakan
persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan
batas-batas wilayah administratif suatu daerah yang terkena pemekaran tersebut.
Perubahan batas wilayah darat antar daerah sebagai akibat pemekaran sering
menjadi persoalan rumit untuk diputuskan oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah karena sulit untuk mengakomodasi secara adil dan
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komprehensif aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi justru sengketa.
Sengketa batas wilayah tersebut sering melahirkan pertentangan, ketegangan atau
konflik bahkan pertikaian, bentrok dan perkelahian antar warga.

Menurut Kastorius Wahyudi (2002:18) Pemekaran kecamatan adalah
adalah suatu kecamatan dimekarkan menjadi lebih dari satu kecamatan,
kecamatan yang dimekarkan mendapat kewenangan dari bupati/walikota dan lebih
bernuansa pada peningkatan bidang pelayanan, bidang pemerintahan dan bidang
pembangunan.

Pemekaran adalah pemecahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah
pusat untuk menjadikan daerah lebih banyak lagi. Menurut Gabriel Ferazzi, yang
di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran daerah perlu dilakukan secara
serius dan komprenshif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi
kewilayah (territorial reform atau administrative area reform), yaitu manajemen
tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah untuk
mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara. Pemekaran adalah
mengatur agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuanya dalam hal administrasi
dan politik di dalam suatu negara.

Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten
yang tugas dan kewajibannya lebih berat di bandingkan desa/kelurahan yang
mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masayarakat, di mana sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat
pada heterogenitas (keanekaragaman) dan kompleksitas  (keruwetan)

permasalahan dan urusan yang di hadapi. Untuk melakukan pemekaran kecamatan
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yang semula satu hanya terdapat satu kecamatan kemudian di bagi menjadi dua
kecamatan bukanlah hal yang mudah, dimana harus membutuhkan personil yang
cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor
lainya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya itu di maksudkan agar
dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan.

Khairullah dan Cahyadin (2006:46) bahwa pemekaran daerah baru pada
dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada
masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan
dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara satu
dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang
mencolok pada masa akan datang.

Lebih lanjut dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang
publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang
publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat, ada yang merasa
diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan
baru disebabkan jarak pergerakan berubah. Sedangkan berdasarkan PP No. 78
Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemekaran daerah
yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat

2. Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi

3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
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Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran

suatu wilayah yaitu:

1.

Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan
dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus
diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta
kebiasaan hidupnya.

Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan atau pemekaran
hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggung jawaban
kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang
diserahkan dengan struktur di daerah.

Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.

Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli.
Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang

dimilikki oleh daerah itu sendiri.

Beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus

diberlakukan, yaitu karena:

1.

Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru
dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak

saja yang bisa menimbulkan tirani.
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2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik
rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam
mempergunakan hak-hak demokrasi.

3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk
mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan
pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk,
kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena
pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara langsung membantu

pembangunan.

Maarif (2003) merumuskan tujuan dan manfaat kebijakan pemekaran
wilayah sebagai berikut:

1. Secara Politis adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
dikonstruksikan dalam system pemerintahan pusat dan daerah yang
memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

2. Secara Formal/Konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan didaerah terutama
dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta

meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
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3. Secara Administratif Pemerintahan, adalah untuk memperlancar dan
menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara

secara efektif, efisien dan produktif.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan,
pada Bab 1, pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kecamatan
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kota.

Pembentukan sebuah kecamatan menurut Peraturan ini, dapat berupa
pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau
penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Selain itu
pembentukan sebuah Kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
syarat Administratif, syarat Teknis dan syarat Fisik Kewilayahan.

Yang dimaksud dengan syarat administratif, seperti yang diisyaratkan
dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab II
dipasal 4 dinyatakan bahwa:

1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;

2. Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan yang akan
dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;

3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk
Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan
diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah
kecamatan baru maupun Kkecamatan induk tentang persetujuan
pembentukan kecamatan.

4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah
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atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang
menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk
tentang persetujuan pembentukan kecamatan

5. Rekomendasi Gubernur.

6. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat fisik kewilayahan, seperti yang
diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang
Kecamatan, pada Bab Il dipasal 5, dinyatakan bahwa: syarat fisik
kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan
prasarana pemerintahan.

7. Cakupan wilayah dimaksud adalah jumlah desa dan kelurahan yang ada
diwilayah yang akan dimekarkan, sementara menyangkut lokasi calon
ibukota harus diperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas,
aksesbilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, social ekonomi,
social politik, dan social budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana
dan prasarana disini meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang

dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping 2 persyaratan yang sudah dijelaskan tersebut maka terdapat
satu syarat lagi yaitu syarat teknis, yang meliputi jJumlah penduduk, luas wilayah,
rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, aktifitas perekonomian
dan ketersediaan sarana dan prasarana. Persyaratan teknis tersebut harus
berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai

indikator yang sudah ditetapkan.
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D. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani)keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
sesuai dengan aturanpokok dan tata cara yang telah ditetapkan.Menurut Lay,
sebagaimana dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 56),
dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan publik atau pelayanan
umum merupakan istilah yang mengambarkan bentuk dan jenis pelayanan
pemerintah kepada masyarakat atas dasar kepentingan umum.

Pengertian  pelayanan umum menurut Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/&/2003 adalah segala
kegiatan pelayanan yang dimaksudkan olenh  penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud penyelenggaraan
pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.Pada hakekatnya Pemerintahan
adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik
berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan  profesional.
Pelayanan  publik  (public  services) oleh birokrasi public adalah
merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi
masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk
mensejahterakan masyarakat.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan ialah

suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa Yyang
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diperlukan orang lain. Dalam pelayanan yang disebut konsumen (customer)
adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktifitas yang dilakukan oleh
organisasi atau petugas organisasi pemberi pelayanan.

Selanjutnya, pelayanan publik  berdasarkan SK MenPan
No0.81/1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan BUMN/D dalam bentuk barang
dan jasa, baik kebutuhan masyarakat, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

E. Kerangka Pikir

Dampak Pemekaran Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang Terhadap
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik di Kota Makassar

Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

Aspek Kualitas
Pelayanan Publik

Aspek Respon
Aspek Berwujud
Aspek Kehandalan
Aspek Empati
Aspek Jaminan

VVVYVYYVY

Kesejahteraan Masyarakat




BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan metode kualitatif yang lebih bersifat
deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah
yang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada (Sugioyono, 2006).

Sebagaimana suatu penelitian dibidang pengetahuan sosial maka model
penelitian ini dinyatakan dalam ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memusatkan perhatian pada masalah yang ada saat penelitian dilakukan atau

masalah-masalah aktual.
2. Menggambarkan tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi
dengan interpretasi rasional yang cermat dan teliti (Nawawi, 1995).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang di Kota Makassar, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan salah satu kecamatan yang
dimekarkan dengan tujuan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan
pelayanan kepada masyrakat.
C. Fokus Penelitian

Dalam  penelitian  kualitatif ~ terdapat fokus penelitian  yang
membatasi masalah untuk diteliti. Pada penelitian ini fokus yang ditetapkan
adalah melihat dampak pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Kota

Makassar.

22
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D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan yang
menjadi instrumen itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi”,
seberapa mampu peneliti kualitatif siap menemukan penelitian yang selanjutnya
terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi
terhadap pemahaman metode peneliti kualitatif, peneliti mempunyai kapabilitas
terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki obyek penelitian, baik
secara akademik maupun logistiknya, serta yang melakukan validasi adalah
peneliti itu sendiri, sebab melalui evaluasi diri peneliti mengetahui seberapa jauh
pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dari wawasan terhadap
bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Sesuai dengan metode pengumpulan data, maka digunakan wawancara dan
dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Wawancara digunakan untuk
menggali informasi yang komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Sedangkan
dokumentasi digunakan untuk membantu dalam menyampaikan informasi secara
jelas dan konsisten kepada orang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi,
wawancara langsung dengan informan kunci dan triangulasi. Pendekatan yang
diajukan dalam wawancara yakni menggunakan petunjuk umum wawancara
dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan
dalam proses wawancara yang terfokus pada permasalahan penelitian (Patton

dalam Moleong, 2001).
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Disamping kedua tehnik ini digunakan juga studi kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder yang berasal dari berbagai laporan, terbitan, buletin
dan sebagainya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:

1. Mengedit data, pada tahapan ini seluruh data sudah terkumpul baik melalui
wawancara maupun pengamatan, langsung diadakan pengeditan. Pengeditan
dilakukan pada akhir-akhir proses pengamatan dan wawancara.

2. Reduksi data, dilakukan setelah data dibaca, dipelihara dan diteliti kembali
dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat
rangkuman inti penelitian.

3. Mengkategorikan dalam satuan-satuan, pengkategorian ini berdasarkan
sumber-sumber data, teristimewa data yang diperoleh dari hasil wawancara
dan pengamatan. Selanjutnya data tersebut disusun dalam bentuk satuan-
satuan yang menyangkut sumber, jenis informan, lokasi dan memilah-milah
menjadi kategori tertentu atas dasar pemikiran, intuisi dan pendapat
berdasarkan fokus penelitian kemudian diberikan kode untuk menjaga
kerahasiaan informan.

4. Penafsiran data, dilakukan sepanjang penelitian, dimana setiap data yang
terkumpul langsung dilakukan penafsiran. Data kegiatan ini dilakukan setelah
proses wawancara dan pengamatan diklasifikasikan untuk memperjelas data

agar setiap data yang diperoleh dianggap bermakna.
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5. Menguji keabsahan data, ini dilakukan dengan cara membaca kembali
dokumen-dokumen tertulis yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan
data yag diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan.

6. Penarikan kesimpulan, diawali dengan menetapkan pola hubungan lain dan
lain-lain yang terfokus pada jawaban atas permasalahan yang telah

dirumuskan sebelumnya sekaligus menjawab tujuan penelitian.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Objek Penelitian
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang terletak dibagian utara yang

merupakan satu dari lima belas Kecamatan yang ada di Makassar. Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang merupakan kecamatan termuda yang terbentuk pada
tahun 2017 yang mempunyai visi: mewujudkan kecamatan kepulauan sangkarrang
sebagai daerah wisata dan taman kehidupan bahari yang berkelanjutan yang
dihuni masyarakat berwawasan bahari. Untuk mewujudkan visi tersebut maka
misi kecamatan kepulauan sangkarrang yaitu:
a. Mewujudkan kecamatan kepulauan Sangkarrang sebagai kawasan wisata

bahari unggulan di Sulawesi Selatan.
b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kecamatan.
c. Mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas.
d. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat bahari.
e. Mewujudkan lingkungan fisik dan tata ruang yang mendukung pembangunan

wisata bahari berkelanjutan

Sedangkan penduduk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah 13.703

Jiwa yang terdiri dari 6.748 jiwa laki-laki dan 6.955 jiwa perempuan yang terbagi
lagi dalam 3.451 KK dan 57 RT serta 15 RW. Mata pencaharian masyarakat
umumnya adalah sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai pengrajin perahu.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari 3 Kelurahan dengan luas wilayah
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54,23 ha. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Barrang Lompo
memiliki luas wilayah 19,23 ha, Kelurahan Barrang Caddi memiliki luas wilayah
38,19 ha yang terdiri dari 5 (lima) pulau yaitu pulau lumu-lumu, pulau lanjukang,
pulau bone tambu, pulau langkai serta pulau barrang caddi itu sendiri, sedangkan
Kelurahan terakhir yaitu Kelurahan Kodingareng memiliki luas wilayah 14 ha
yang terdiri dari pulau kodingareng dan pulau kodingareng keke yang tak
berpenghuni. Mayoritas masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
beragama Islam dengan memiliki fasilitas ibadah sebanyak 10 masjid dan 2
mushola yang tersebar di kelurahan kodingareng sebanyak 4, kelurahan barrang
lompo sebanyak 2 dan kelurahan barrang caddi sebanyak 6 sarana ibadah.
Sedangkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebanyak Rp. 57.
828.000,-. Yang terbagi menjadi Kelurahan Barrang Lompo penerimaan pajak
bumi dan bangunan sebanyak Rp. 34.941.000,- Kelurahan Barrang Caddi
sebanyak Rp. 8.710.000,- Kelurahan Kodingareng sebanyak Rp. 14.177.000,-.

Letak dan status Kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah
pulau yang terdiri dari pantai dan memiliki ketinggian dari permukaan laut kurang
dari 500 M. klasifikasi semua kelurahan yang ada di Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang adalah swasembada. Sedangkan fasilitas kesehatan yang ada
sebanyak 2 Puskesmas dan 4 Puskesmas Pembantu terdiri dari Kelurahan
Kodingareng sebanyak 1 Puskesmas, Kelurahan Barrang Lompo sebanyak 1
puskesmas dan yang terakhir Kelurahan Barrang Caddi sebanyak 4 Pustu.

Fokus tempat penelitian saya yaitu ada di Pulau Barrang Lompo sebagai

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar. Kondisi pendidikan yang ada
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di Pulau Barrang Lompo yakni terdapat satu buah Taman Kanak-kanak (TK)
dengan 30 murid, dua buah Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri Barrang Lompo
dengan SD Inpres Barrang Lompo dengan masing-masing jumlah siswa 226
murid dari SD Inpres dan 340 murid dari SD Negeri, SLTP sebanyak satu buah
dengan jumlah murid sebanyak 205 orang, SLTA sebanyak 1 buah dengan jumlah
murid 101. Fasilitas pendukung lainnya yakni sanitasi yang baik, fasilitas
kesehatan yakni satu buah puskesmas dan terdapat dua buah Masjid sebagai
sarana peribadatannya.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Pulau Barrang Lompo yaitu nelayan.
namun penduduk sebagian lainnya memiliki profesi lainnya seperti, montir 6
orang, Dokter swasta 1 orang, pensiunan PNS/TNI/POLRI 2 orang, pengusaha
kecil dan menengah 67 orang, ddukung kampung 1 orang, karyawan pengusaha
swasta 39 orang, PNS 20 orang, TNI 1 orang, Polisi 2 orang.

Sumber air utama di pulau Barrang Lompo berasal dari sumur galian serta
ada pengolahan air laut menjadi air tawar. Pulau Barrang Lompo dikelilingi oleh
perairan Selat Makassar serta memiliki garis pantai sepanjang 7,20 Km dan
berpotensi sebagai tempat pembudidayaan ikan karena wilayah ini memiliki
perairan yang tenang. Penggunaan lahan di pulau ini hampir seluruhnya untuk
keperluan permukiman penduduk, namun masih ada ruang terbuka hijau yang
terletak di bagian tengah pulau (Tampubolon, dkk., 2016:6).

Sumber penerangan penduduk di pulau Barrang Lompo menggunakan
listrik dari PLN namun dengan pemakaian yang masih terbatas. Listrik hanya

dapat menyala dari pukul 18.00 WITA (malam) sampai pukul 06.00 WITA Pagi.



29

Sebagian penduduk lainnya memilih untuk menggunakan mesin generator dan
memanfaatkan penggunaan tenaga suria.

Sedangkan untuk memasak sehari-hari, pada umumnya masyarakat
menggunakan gas elpiji 3 kg. Di pulau ini terdapat jalan lingkungan berupa jalan
paving dengan lebar 3 meter serta sarana angkutan yang ada ialah motor roda tiga
atau biasa disebut bentor oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo.

Pulau Barrang Lompo yang dipimpin oleh ibu Lurah Kurniati mempunyai
banyak program pengembangan yang terintegrasi dengan kecamatan maupun
pemerintah kota Makassar. Program-program yang langsung selama penulis
mengambil data yakni penataan lorong-lorong yang ada di pulau Barrang Lompo,
penanaman tanaman toga, pengembangan masyarakat melalui pelatihan kerajinan
berbasis rumahan misalnya membuat kerajinan bernilai ekonomis dari kulit
kerang.

Dalam riset yang dilakukan Syifa (2018:49) mengatakan bahwa Pulau
Barrang Lompo juga menjadi salah satu pusat destinasi di Sulawesi Selatan bagi
para wisatawan yang menggemari olahraga selam. Wisatawan dapat melihat
keindahan terumbu karang, ikan karang dan lamun. Salah satu sumber daya
perikanan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan di pulau Barrang Lompo yakni
teripang. Teripang adalah hewan tidak bertulang belakang yang banyak digunakan

sebagai sumber protein.
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Citra Satelit Pulau Barrang Lompo(Sumber: http://www.fdcunhas.com/barrang-lompo-makassar)
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Secara Geografis

MMenurut

Kel Barrang Caddi

Kel. Barrang Lompo

Kel. Kodingareng

1. Luas wilayah

[Luasz wilayah: 38,916 ha yang
terdiri dari -
1. Pulau Barrang Caddi 53,694 ha.
2. Pulau Bone Tambu 3,247 ha
3. Pulau Lumu-Lumu 3,655 ha.
4. Pulau L angkai 28,52 ha.
5. Pulaul anjukang 13 40 ha.

2. Jml Pendudul

[ nas wilayah adalah
19,23 ha

Luas wilayah adalah 14 ha

Humlah penduduls 4,425,
yang terdini dar lala-lala

Tumlah pendudulk: 4372
wvang terdin dan Laki-

2.113 perempuan : 2.312 [ 2l : 2359 Perempuan [ 2276 perempuzn : 2230
2393
B ImI KK 1079 KK 1270 KK 1081 KK

Tumlah pendudulk 4526
ang terdin dari: laki-lalka

H. Jml RT/RW

Fumlah RT: 20 dan jumlah RW: 5

Tumlah RT: 21 dan
umlah BWW: 4

Momlah BT: 16, dan B
5

5. hata
[Pencaharian

Nelayan, Pembuat Perahu Fiber.

INelayan, Pengrajin
Cindera Mata

Nelayan

15. Fasilitas Ibadzh

Humlah Masjid: 6

Tumlah Masjid: 2

Mumlzah Mushola: 2, dan

Pviasiid: 2
7. Fasilitas D 4, Tk ==1 TK =2
Pendidikan SMP :3 el = BD =a
Bha -1 SMP -1 SMP -1
ShMU -1 SMU -1,
Pondeok Hafiz Al-Qurian :
1
. Fasilitas smas Pembantu: 4 =1
esehatan

Ejkemas: 1
budayaan setempat

7. Kebudayaan
local

ebudayaan setempat yaitu:
ISonglkabala dan Upacara Pa’rappo.

brartu: Songkabala,
Tanjidor Dzikir Rebana,
Han Tarian MNelayan

10. Penerimaszn

Rp. 8.710.000

Rp. 34.941.000

. 14177000

FEB
(Sumber: Data BPS Kota Makavsar Tafme 20200

B. Dampak pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Aksesibilitas
Pelayanan Publik
Pemekaran kecamatan cenderung meningkatkan aksesibilitas

pelayanan publik. Pembentukan kecamatan yang lebih kecil dapat mengurangi

jarak fisik antara pusat pelayanan dan masyarakat kepulauan, sehingga
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memudahkan penduduk dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan,
pendidikan, dan administrasi publik. Peningkatan Kualitas Layanan Dengan
pemekaran kecamatan, terdapat kesempatan untuk lebih memfokuskan upaya
pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan. Kecilnya wilayah
dapat membantu pemerintah setempat dalam menyusun strategi yang lebih
tepat dan meresponsif terhadap kebutuhan unik masyarakat kepulauan.

Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan produk
Pemerintahan Kota Makassar yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh
potensi yang ada di setiap wilayah Kota Makassar. Karena hal ini pada
dasarnya adalah memberikan layanan yang lebih baik di sektor pemerintahan,
pembangunan dan sosial. Dampak yang dibahas di sini adalah bagaimana
warga pulau memandang dampak kehadiran subdivisi baru. Terjadi perubahan
kondisi sebelum dan sesudah pemekaran. Pada dasarnya pemerintah adalah
pemberi pelayanan kepada masyarakat, sehingga administrasi publik
mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang profesional dan
bermutu. Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk atau wujud
pemerintahan yang dijalankan sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Sekretaris Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang memberikan keterangan bahwa :
“Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dilakukan pada tahun 2017,
secara umum Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan mampu untuk

mempermudah kegiatan administrasi warga pulau agar tidak terlalu jauh ke
Kota Makassar” Hasil Wawancara dengan Ibu Sekcam SS 24-12-2024
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Dari apa yang disampaikan di atas dapat dipahami bahwa dengan
dilakukannya Pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan
dapat memberikan dampak positif yaitu peningkatan kualitas bagi masyarakat
pulau yang ada di sekitar Kota Makassar. Kemudian peneliti bertanya lagi
mengenai fasilitas yang sudah ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Berikut hasil wawancaranya :

“Berbicara fasilitas mulai dari tahun 2017 pembangun fasilitas sudah semakin
meningkat dengan adanya tambahan fasilitas tahun lalu, seperti kantor Polisi
dan Koramil” Hasil Wawancara dengan Ibu Sekcam SS 24-12-2024

Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa ketersediaan fasilitas
tersebut dari segi hukum, administratif dan anggaran kebijakan pemekaran
sudah ada. Dengan adanya berbagai fasilitas tersebut pemerintah Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat
kepulauan. Percepatan pembangunan infrastuktur juga membantu masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dan membantu pemberdayaan
ekonomi lokal yang ada pulau

Salah satu langkah dalam menerapkan peningkatan kualitas pelayanan
publik harus mengarah pada SOP (standar operasional prosedur). SOP adalah
sebuah petunjuk yang sifatnya tertulis yang berisi prosedur-prosedur
operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk
memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-
fasilitas dilakukan dan berjalan secara efektif, konsisten, standard, dan

sistematis.
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Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama oleh
Sekretaris Kecamatan Ibu Sitti Subaedah mengatakan bahwa :
“Di Kecamatan Sangkarang Kepulauan, kami memiliki SOP sebagai acuan
petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu,
SOP ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat kita memahami prosedur
pengurusan surat-surat di Kantor Camat Kepulauan Sangkarrang. Untuk
mencegah masyarakat menimbulkan kesulitan, sekaligus mencegah
perampasan secara tidak sah (pemerasan/pungli). Hasil Wawancara dengan
Ibu Sekcam SS 24-12-2024

Dalam hasil ini proses wawancara di atas bahwasanya dalam proses
pelayanan publik harus mengarah pada SOP agar dapat membantu masyarakat
yang kesulitan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menyediakan
berbagai bentuk dokumen dalam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Dokumen tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya. Maka dari itu peneliti coba
mewawancarai salah satu staf kecamatan bagian pelayanan administrasi yaitu
Bapak Akhyar mengatakan bahwa
“Pelayanan di Kantor Kecamatan kepulauan Sangkarrang ini di buka senin
sampai jumat, melayani berbagai kebutuhan dokumen masyarakat seperti
pelayanan KTP, KK, Surat Pindah dan persyuratan lainnya. Pelayanan di sini
memprioritaskan kecepatan dan keramahan dalam pelayanan kami supaya
kami senang” Hasil Wawancara dengan Bpk A 25-12-2024

Dari pernyataan di atas proses pemekaran ini sangat membantu para
masyarakat yang ingin mengurus administrasi. Kemudian senada dengan apa
yang disampaikan di atas untuk mengetahui kebenarannya maka dilakukan

wawancara dengan masyarakat Bapak Samsuddin Baso bahwa :

“Ya memang benar adanya pelayanan di Kantor Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang mengutamakan kecepatan dan keramahan dalam pelayanan yang
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di urus dalam hal ini membuat kami sebagai masyarakat senang karena lebih
efisien dan tidak menunggu lama. Contohnya seperti pengurusan KK dan e-
KTP baik yang membuat baru atau sedang mengurus kehilangan” Hasil
Wawancara dengan Bpk SB 29-12-2024
Kemudian hasil wawancara lainnya dengan masyarakat pulau Barrang
Caddi yang saya temui di Kantor Camat yaitu Bapak Ismail mengatakan bahwa :
“Kami sangat bersyukur karena Kantor Kecamatan sudah ada di Pulau
sehingga tidak bersusah payah lagi harus ke Makassar mengurus e-KTP dan KK
serta pelayanan pun sangat cepat” Hasil Wawancara dengan Bpk 1 29-01-2024
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwasanya pelayanan Kantor
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah baik karena sesuai dengan SOP yang
ada. Serta pelayanan administrasi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang berbagai
bentuk dokumen seperti pelayanan administari kependudukan, permohonan ijin,
perekaman e-KTP, pengurusan pindah dan lain sebagainya sangat efektif untuk
membantu masyarakat pulau-pulau lainnya yang tidak perlu lagi ke Makassar
mengurus yang dimana jarak tempuhnya lebih jauh. Artinya pemekaran
kecamatan ini sangat membantu para masyarakat yang tinggal di Pulau Kota
Makassar.
2. Standar Pelayanan Prima
Standar pelayanan prima untuk mengukur kualitas pelayanan di
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dapat dilihat dari beberapa aspek, menurut
Zeintahml, Pasuraman dan Berry ada 5 aspek, yaitu:
a. Aspek Respond
Aspek ini mewakili sikap tanggap pegawai dalam memberikan

pelayanan yang diminta dan mampu menyelesaikannya tepat waktu sesuai

janji. Respon terhadap seluruh pengguna jasa dapat memberikan dampak
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positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang. Pegawai memberikan respon dan tanggap terhadap pengguna
dan individu yang membutuhkan pemberian layanan sesuai dengan proses
yang ada. Seperti pemaparan penjelasan dari Ibu Staf Kecamatan Hj Rahmatia
mengatakan bahwa :
“Sampai sekarang, proses pelayanan kepada masyarakat oleh staf Kecamatan
sangat mengedepankan tupoksi yang ada, sehingga sangat jarang sekali
terdapat kekeliruan yang dilakukan. Seperti dalam urusan perekaman e-KTP,
Permohonan kartu keluarga, mengurus surat pindah dan lain sebagainya. Staf
kecamatan akan memberi syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat
yang meminta layanan tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur
(SOP)” Hasil Wawancara dengan Ibu HR 24-01-2024

Senada dengan pernyataan Ibu Staff Kecamatan Kepulauan
sangkarrang. Staf Kecamatan Bapak Dian Saputra juga mengutarakan hal
serupa berikut :
“Kami melayani dengan SOP yang berlaku yang ada di Kantor Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang, dimana kami melayani dengan sigap masyarakat
yang datang baik dari luar pulau maupun yang tinggal di pulau ini sendiri.
Entah itu pengurusan e-KTP atau surat-surat lainnya seperti KK, Akte Lahir,
Pindah KK dan sebagainya” Hasil Wawancara dengan Bpk DS 25-01-2024

Penggunaan layanan akan merasa senang ketika pegawai melakukan
sesuai dengan yang diharapkan dan cepat. Karena sikap yang tanggap dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan dalam proses pelayanan merupakan hal yang
sangat penting, karena dengan hal tersebut tidak membuat masyarakat
pengguna layanan merasa kebosanan dalam menunggu. Berdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan Bapak Samsuddin Baso selaku masyarakat yang

tinggal di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengatakan bahwa :

“Setalah pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yang dirasakan oleh
banyak masyarakat sekitar dalam pemberian layanan terkesan cepat. Seperti
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contoh ketika ingin membuat KK baru dan perekaman e-KTP baru.
Menurutnya bahwa pelayanan sudah memenuhi standar yang diharapkan oleh
masyarakat” Hasil Wawancara dengan Bpk SB 29-01-2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui staf atau pegawai
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merespon dengan sangat baik kepada
masyarakat yang membutuhkan layanan, ini pun dibuktikan dengan pada saat
masyarakat sedang meminta perekamaan pembuatan e-KTP baru dan
pengurusan kartu keluarga direspon dengan cepat oleh pihak pegawai dan
memberikan penjelasan mengenai prosedur atau mekanisme pembuatannya.
Kemudian tidak mempersulit prosesnya, ini menjadi penilaian baik bagi
pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang karena sudah profesional
dalam menjalankan tupoksinya.
. Aspek Berwujud

Aspek tersebut berupa tampilan fasilitas yang ada, personel, peralatan
dan sarana komunikasi dalam pelayanan. Kenyamanan tempat kerja pada saat
proses pelayanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas
pelayanan. Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai penyedia
layanan publik sudah sangat nyaman karena kelengkapan dan fasilitas sudah
memadai. Hal tersebut selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Sekcam
Sitti Subaedah sebagai berikut :
“Dalam hal penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di kantor Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang sudah lumayan lengkap dengan bangunan tiga lantai
dan untuk pembagian ruangan sudah sesuai dengan sub bagian masing-
masing” Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-12-2024

Berdasarkan juga hasil wawancara dengan staf Kecamatan Bapak Dian

Saputra Kepulauan Sangkarrang memberikan penjelasan juga sebagai berikut :
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“Dalam penyediaan layanan dan meningkatkan pelayanan administrasi yang
dilakukan oleh Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah baik, karena sarana
dan prasarana sudah memadai dalam proses pemberian layanan kepada
masyarakat seperti ada tempat perekaman langsung pembuatan e-KTP baru
bagi para masyarakat” Hasil Wawancara dengan Bpk DS 25-12-2024

Masyarakat sudah merasa cukup puas dengan pelayanan yang ada di
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Fasilitas yang sudah ada juga sudah
lengkap dengan dibangunnya beberapa bangunan tahun lalu seperti kantor
polisi dan kantor koramil untuk masyarakat pulau sehingga merasa aman dan
nyaman ketika terjadi tindak kejahatan.
Aspek Kehandalan

Aspek ini adalah kemampuan pegawai pelayanan dalam memberikan
pelayanan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan yang di janjikan.
Ibu Sitti Subaedah selaku Sekretaris Kecamatan mengatakan bahwa:
“Staf pegawai Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sudah bekerja dengan
semaksimal mungkin dan sesuai dengan bagian mereka dan mampu
menggunakan teknologi yang ada dalam proses pelayanan. Kemudian kami
mengutamakan ketepatan waktu supaya masyarakat puas dengan Kkinerja
kami” Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-01-2024

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ismail sebagai
masyarakat memberikan penjelasan juga bahwa :
“Staf Kecamatan cukup disiplin, ketika kami mengurus perekaman pembuatan
e-KTP kedisiplinannya itu contohnya memberikan pelayanan sesuai dengan
nomor antrian kedatangan, seperti kami dari pulau-pulau lain kadang
bersamaan datang jadi kami sangat puas dengan kinerja staf Kecamatan” Hasil
Wawancara dengan Bpk | 29-01-2024

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa pegawai Kecamatan

Kepulauan Sangkarrang mengutamakan kedisiplinan dalam menjalankan

tugasnya khususnya pada pegawai dinas agar menunjukkan kinerja yang baik
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dan perilaku yang baik. Disiplin diterapkan agar masyarakat puas dengan
Kinerja pegawai.
. Aspek Simpati

Aspek ini mencakup kemudahan menjaga hubungan baik dan
memahami kebutuhan pihak penyedia layanan yaitu masyarakat itu sendiri.
pengguna layanan menjadi prioritas utama layanan. Kebutuhan pengguna jasa
terkait layanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang harus menjadi prioritas
utama dan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai
dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Kecamatan yaitu Ibu Sitti
Subaedah sebagai berikut :
“Dalam memberikan pelayanan, kami tidak pernah membeda-bedakan dalam
melayani mereka yang membutuhkan untuk menggunakan layanan yang
diminta. Kami menerapkannya kepada staf agar tidak melakukan diskriminasi
terhadap mereka yang membutuhkan pelayanan. Dan kami selalu
mengingatkan staf untuk selalu ingat bersikap sopan kepada pengguna jasa.
Semoga masyarakat merasa puas dan membawa nilai baik bagi Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang” Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-01-2024

Dengan pernyataan tersebut peneliti mencoba mewawancari masyarakat

untuk mengecek kebenarannya, yaitu Bapak Samsuddin Baso dengan hasil
wawancara sebagai berikut :
“Memang benar pegawai atau staf kecamatan tidak membeda-bedakan
masyarakat yang membutuhkan dalam pengurusan pelayanan. Berdasarkan
nomor antrian” Hasil Wawancara dengan Bpk SB 29-12-2024

Sehubungan juga itu staf kecamatan yang mengurusi perekaman
pebuatan e-KTP juga menyampaikan hal yang sama Bapak Akhyar

mengatakan bahwa :

“Kami melayani masyarakat sesuai dengan urutan kedatangan tanpa
membeda-bedakan perlakuan, ini juga menjadi bagian bagaimana kami bisa
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profesional dalam bekerja dan sesuai dengan SOP yang diberikan” Hasil
Wawancara dengan Bpk A 25-01-2024

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai di
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang melakukan pelayanan profesional sesuai
proses pelayanan yang ada. Dapat juga dikatakan bahwa masyarakat puas
terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Aspek Jaminan

Aspek ini termasuk pengetahuan, kemampuan, sopan santun, dan
karakter yang dapat diandalkan oleh pegawai Kecamatan. Pegawai Kantor
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang akan memberikan jaminan ketepatan
waktu dalam melaksanakan pelayanan. Apa yang disampaikan oleh Ibu
Sekretaris Kecamatan Ibu Sitti Subaedah mengatakan Bahwa :

“Untuk pelayanan seperti perekaman pembuatan e-KTP, pengurusan hilang
KTP dan rusak, serta pembuatan kartu keluarga baru atau pindah bisa dapat
segera di proses” Hasil Wawancara dengan Ibu SS 24-01-2024

Dari Hasil wawancara tersebut yaitu setelah pemekaran Kecamatan
perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik berdampak baik dan
berjalan lancar tentunya ini menjadi nilai positif terhadap kinerja pemerintah
dengan masyarakat kepulauan. Terjadinya kerja sama dan koordinasi antara
pemerintah dengan masyarakat tentunya sangat berpengaruh besar terhadap
kualitas pelayanan yang ada dan tentunya ke depannya akan terus konsisten

dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
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C. Pembasahan Temuan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Aksesibilitas
Pelayanan Publik

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa proses pemekaran
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah kebijakan yang dilakukan dalam
rangka menjadikan wilayah otonom baru dalam bentuk Kecamatan serta
mempermudah akses pengurusan administrasi untuk wilayah kepulauan Kota
Makassar. Yang awalnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ini merupakan
wilayah administratif dari wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Sehingga
masyarakat kepulauan tidak perlu ke Kota Makassar lagi mengurus persuratan
administrasi yang memakan jarak tempuh yang jauh dan biaya lebih besar
serta pelayanan yang terkesan lama dan sering terlambat. Dengan hadirnya
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pelayanan administrasi lebih mudah di
akses dan lebih cepat.

Hasil dari observasi dan wawancara yang terlah dilaksanakan oleh
peneliti dapat memberikan penjelasan bahwa penyebab pemekaran Kecamatan
Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yang mana pemerintah daerah
berwenang dan mengatur daerah otonomnya untuk mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dimana hal tersebut dilakukan untuk wilayah pemerintah
lebih kecil supaya meningkatnya efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintah. Dalam hal ini itu dapat mendorong pembangunan dan partisipasi
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masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dampak
pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik dapat dilihat untuk meningkatkan pelayanan administrasi.
Layanan administrasi ini merupakan layanan yang menyediakan berbagai jenis
dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut
antara lain KTP, KK, akta kelahiran, akta tanah, dan lain-lain. Pelayanan
administrasi di kecamatan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Pelayanan barang adalah suatu pelayanan yang menghasilkan
barang yang dibutuhkan publik atau masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya
penerangan lampu jalan, menara layanan operator layanan telpon seluler, dan
sumber air minum. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Seperti misalnya pendidikan,
kesehatan, dan penginapan dan lain sebagainya.

. Standar Pelayanan Prima

Standar pelayanan prima merupakan untuk mengukur kualitas

pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dilihat dari 5 aspek berikut

ini:

. Aspek Repond

Aspek ini mewakili sikap tanggap  pegawai atau staf dalam
memberikan pelayanan yang diminta dan mampu menyelesaikannya tepat
waktu sesuai SOP. Bersikap tanggap terhadap seluruh pengguna jasa dapat

memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan
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Kepulauan Sangkarrang. Diketahui staf Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
memberikan respon yang baik terhadap masyarakat pengguna jasa , hal ini
terlihat ketika masyarakat meminta perekaman pembuatan e-KTP yang,
pegawai atau staf kecamatan langsung merespon dan memberikan penjelasan
tata cara pelaksanaannya. Selain itu, tidak mempersulit proses pelayanan,
merupakan penilaian yang baik bagi Pemerintah Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang karena telah menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan
tugasnya.
. Aspek Berwujud

Aspek tersebut berupa tampilan fasilitas yang ada, personel, peralatan
dan sarana komunikasi dalam pelayanan. Kenyamanan tempat kerja pada saat
proses pelayanan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan. Terlihat
masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang, kemudian ditunjang dengan fasilitas gedung kantor kecamatan
yang memiliki tiga lantai.
Aspek Kehandalan

Aspek ini merupakan kemampuan pegawai atau staf pelayanan dalam
memberikan pelayanan secara konsisten dan tepat waktu sesuai standar
operasional. Terlihat pegawai di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
mengutamakan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya pada
bagian staf pelayanan, guna menunjukkan bahwa bekerja dengan baik dan
mempunyai perilaku yang baik, sekaligus pegawai sudah paham. prosesnya

dan dapat dipertimbangkan. dapat dipercaya dalam operasi mereka. peralatan
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dan melaksanakan tugas pelayanannya. Sehingga para staf atau pegawai bisa
menjalankan tupoksinya dengan seprofesional mungkin.
. Aspek Empati

Aspek ini mencakup kemudahan menjaga hubungan baik dan
memahami kebutuhan pihak penyedia layanan .masyarakat sebagai pengguna
layanan menjadi prioritas utama layanan. Kebutuhan pengguna jasa
sehubungan dengan pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang harus
menjadi prioritas utama dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal ini pegawai menjalankan tugasnya dengan mengutamakan pihak
yang membutuhkan jasa.
. Aspek Jaminan

Aspek ini yaitu aspek yang meliputi pengetahuan, kemampuan, sopan
santun dan sifat yang bisa dapat dipercaya oleh pegawai Kecamatan. Pegawai
Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memberikan jaminan ketepatan

waktu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang dampak pemekaran

Kecamatan terhadap peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Kepulauan

Sangkarrang, maka dari itu dapat disimpulkan bawah :

1. Proses pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah kebijakan yang
dilakukan dalam rangka menjadikan wilayah otonom baru dalam bentuk
Kecamatan serta mempermudah akses pengurusan administrasi untuk wilayah
kepulauan Kota Makassar. Yang awalnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
ini merupakan wilayah administratif dari wilayah Kecamatan Ujung Tanah.
Sehingga masyarakat kepulauan tidak perlu ke Kota Makassar lagi mengurus
persuratan administrasi yang memakan jarak tempuh yang jauh dan biaya
lebih besar serta pelayanan yang terkesan lama dan sering terlambat. Dengan
hadirnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pelayanan administrasi lebih
mudah di akses dan lebih cepat sehingga meningkatkan kualitas pelayanan
publik. pemekaran Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik dapat dilihat untuk meningkatkan pelayanan
administrasi. Layanan administrasi ini merupakan layanan yang menyediakan
berbagai jenis dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Dokumen-
dokumen tersebut antara lain KTP, KK, akta kelahiran, akta tanah, dan lain-
lain. Pelayanan administrasi di kecamatan ini dilaksanakan sesuai dengan

prosedur yang berlaku. Pelayanan barang adalah suatu pelayanan yang
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menghasilkan barang yang dibutuhkan publik atau masyarakat itu sendiri.

Seperti contohnya penerangan lampu jalan, menara layanan operator layanan

telpon seluler, dan sumber air minum. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang

menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Seperti misalnya
pendidikan, kesehatan, dan penginapan dan lain sebagainya.
2. Standar Pelayanan Prima

a. Aspek respon pegawai atau staf Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
merespon dengan baik kepada masyarakat Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang.

b. Aspek berwujud fasilitas penting di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
dalam peningkatan kualitas pelayanan

c. Aspek kehandalan pegawai atau staf Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
sudah menjalankan sesuai dengan SOP

d. Aspek empati pegawai Kecamatan sudah memprioritaskan penggunaan
layanan yaitu masyarakat.

e. Aspek jaminan pegawai atau staf kantor Kecamatan Kepulauan
Sangkarrang memberikan jaminan ketepatan waktu dan kecepatan waktu
dalam melakukan pelayanan.

Dari aspek-aspek yang dipaparkan diatas diharapkan mampu terus

memberikan peningkatan kualitas layanan untuk masyarakat.
B. Saran
1. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

a) Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk
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mengukur Kinerja pelayanan publik di setiap kecamatan baru.

b) Melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses
evaluasi untuk memperoleh umpan balik yang lebih holistik.

. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

a) Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi aparatur desa dan kecamatan
dalam hal manajemen pelayanan publik dan teknologi informasi.

b) Mendukung program peningkatan kualifikasi pendidikan dan
keterampilan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di
tingkat lokal.

. Pemberdayaan Masyarakat:

¢) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan dan
evaluasi  program-program  pelayanan publik melalui  forum
musyawarah desa dan kecamatan.

d) Memberikan akses informasi yang lebih transparan kepada masyarakat

terkait dengan program dan kebijakan yang diterapkan.
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Adapun tugas, fungsi dan uraian tugas kecamatan menurut Perwali Nomor

113 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan

pemerintahan di wilayah kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat kelurahan.

2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

C.

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;

pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peratruan Daerah dan
Peraturan Walikota;

pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di
kecamatan;

pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya;



50

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Kecamatan mempunyai uraian tugas:

merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah
Kecamatan;

merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kecamatan;

merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretariat dan Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW, Seksi
Ketentraman, Ketertiban dan Penagakan Peraturan Daerah, Sesksi
Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen
Informasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan
Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;

merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan
Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan;

mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang
tugasnya;

merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
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Kecamatan;

merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
(SP) Kecamatan;

mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan
tata laksana;

melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan;

melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
masyarakat di wilayah kecamatan;

. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
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instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai bahan
penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) tingkat kota;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program Kkerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
kelurahan;

memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi kelurahan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat
kelurahan;

mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja lurah, RT
dan RW;

. mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah kerja Kecamatan;
mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan nonformal,

kebudayaan, pemuda dan olahraga masyarakat di luar kegiatan
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persekolahan di wilayah kerja Kecamatan;

mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem manajemen
informasi Kecamatan;

mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, sampah dan
taman di wilayah kerja Kecamatan;

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota
untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan
lingkup tugasnya;

membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui
sekretaris Daerah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.
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Data Informan

Sitti Subaedah 47 tahun Sekretaris Kecamatan
Akhyar 30 tahun Staf Kecamatan
Hj. Rahmatia 40 tahun Staf Kecamatan
Dian Saputra 32 tahun Staf Kecamatan
Samsuddin Baso 52 tahun Masyarakat

Ismail 28 tahun Masyarakat
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Wawancara bersama lbu HJ.

Rahmatia ( staf kecamatan kepulauan sangkarrang )



konstrul:sl (@ssh
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makassar.

R

Wawancara bersama bapak Dian Saputra (Staff Kecamatan Ke'pulauan‘
Sangkarrang)
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